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Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Rengat selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis  Mahkamah Agung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISI 

MISI 

TUJUAN 

Menjaga kemandirian badan 
peradilan 

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang 
Agung 

Memberikan pelayanan hukum yang 
berkeadilan kepada para pencari keadilan 

Meningkatkan kualitas 
kepemimpinan badan peradilan 

Meningkatkan kredibilitas dan 
trasnparansi badan peradilan 

Mewujudkan badan peradilan yang mandiri 
dalam pelayanan dan penegakan hukum yang 

berkepastian, setara dan berkeadilan 

Mewujudkan manajemen peradilan yang 
transparan dan profesional 
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Terwujudnya peradilan yang 
efektif, tranparan, akuntabel, 

responsif dan modern 

Meningkatnya tingkat 
keyakinan dan kepercayaan  

publik 

Terwujudnya manajemen 
yang transparan dan 

profesional 

VISI 

MISI 

TUJUAN 

Menjaga kemandirian badan 
peradilan 

Terwujudnya Pengadilan Negeri Rengat Yang 
Agung 

Memberikan pelayanan hukum yang 
berkeadilan kepada para pencari keadilan 

Meningkatkan kualitas 
kepemimpinan badan peradilan 

Meningkatkan kredibilitas dan 
trasnparansi badan peradilan 

Mewujudkan badan peradilan yang mandiri 
dalam pelayanan dan penegakan hukum yang 

berkepastian, setara dan berkeadilan 

Mewujudkan manajemen peradilan yang 
transparan dan profesional 

SASARAN 
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Terwujudnya peradilan yang 
efektif, tranparan, akuntabel, 

responsif dan modern 

Meningkatnya tingkat 
keyakinan dan kepercayaan  

publik 

Terwujudnya manajemen 
yang transparan dan 

profesional 

INDIKATOR 1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu; 

2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan 

tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada 

para pihak; 

3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar 

putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat 

waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak; 

4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana 

tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh 

pengadilan pengaju kepada para pihak; 

5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada 

direktori putusan i; 

6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan 

perdata; 

7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui 

pendekatan keadilan restoratif; 

8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui 

mediasi; 

9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan 

melalui diversi;  

10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang 

menggunakan e-court; 

11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara 

elektronik (e-Berpadu); 

12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan 

secara elektronik (e-Berpadu).  

 

 

1. Indeks kepuasan 

pengguna layanan 

pengadilan 

berdasarkan standar 

layanan yang 

ditetapkan. 

 

1. Indeks Profesionalitas 

Aparatur Sipil Negara (IP 

ASN) satuan kerja 

pengadilan; 

2. Nilai Indikator Kinerja 

Pelaksana Anggaran 

(IKPA) satuan kerja 

pengadilan; 

3. Nilai Kinerja Perencanaan 

Anggaran; 

4. Nilai Indikator 

Pengelolaan Aset (IPA) 

satuan kerja pengadilan. 
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 Terlaksananya dukungan 

manajemen di lingkungan 
peradilan umum yang prima 

dan optimal 
 

1. Persentase penyelesaian perkara pidana 

secara tepat waktu; 

2. Persentase penyelesaian perkara perdata 

tepat waktu; 

3. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan 

putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat 

pertama kepada para pihak; 

4. Persentase pengiriman petikan/ 

pemberitahuan isi putusan tingkat banding, 

kasasi dan PK secara tepat waktu oleh 

pengadilan pengaju kepada para pihak; 

5. Persentase pengiriman salinan putusan 

perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan 

PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju  

kepada para pihak; 

6. Persentase putusan pengadilan yang 

diunggah pada direktori putusan; 

7. Persentase penyelesaian eksekusi putusan 

perdata; 

8. Persentase perkara yang berhasil diputus 

dengan pendekatan keadilan restoratif; 

9. Persentase perkara yang berhasil 

diselesaikan melalui mediasi; 

10. Persentase perkara anak yang berhasil 

diselesaikan melalui diversi; 

11. Persentase perkara perdata tingkat pertama 

yang menggunakan e-court; 

12. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan 

secara elektronik (e-Berpadu); 

13. Perssentase layanan perkara pidana yang 

dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) 

 

 

 

1. Persentase 

permohonan 

pembebasan biaya 

perkara; 

2. Persentase perkara 

sidang di luar gedung; 

 

 

1. Nilai Indikator Kinerja 

Pelaksana Anggaran 

(IKPA) satuan kerja 

pengadilan; 

2. Nilai Kinerja Perencanaan 

Anggaran; 

 

SASARAN 

INDIKATOR 

KEGIATAN Peningkatan manajemen peradilan umum 
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Penegakan dan Pelayanan Hukum Dukungan Manajamen 

Hakim

 

Pimpinan 

PROGRAM 

SASARAN 
Terselenggaranya penyelesaian 
perkara di lingkungan peradilan 

umum yang pasti dan berkeadilan 
 

Terselenggaranya layanan 
peradilan bagi kelompok rentan 
di lingkungan peradilan umum 

yang mudah dan terjangkau 
 

INDIKATOR 

Panitera 

Panitera dan  Sekretaris Sekretaris 

1. Jumlah 

perkara di 

tingkat 

pertama yang 

diselesaikan 

tepat waktu; 

 

Terselenggaranya 
penyelesaian perkara 

peradilan umum 
sesuai ketentuan yang 

berlaku 

Terlaksananya 
administrasi 

penyelesaian perkara di 
lingkungan peradilan 

umum 

1. Jumlah pelaksanaan koordinasi 

penyelesaian perkara perdata tepat waktu 

tingkat pertama; 

2. Jumlah pelaksanaan koordinasi 

penyelesaian perkara pidana tepat waktu 

tingkat pertama; 

3. Jumlah pelaksanaan koordinasi 

penyediaan/ pengiriman salinan putusan 

oleh pengadilan tingkat pertama kepada 

para pihak; 

4. Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman 

petikan/ pemberitahuan isi putusan tingkat 

banding, kasasi dan PK secara tepat waktu 

oleh pengadilan pengaju kepada para 

pihak; 

5. Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman 

salinan putusan perkara pidana tingkat 

banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh 

pengadilan pengaju kepada para pihak; 

6. Jumlah pelaksanaan koordinasi putusan 

pengadilan yang diunggah pada direktori 

putusan; 

7. Jumlah pelaksanaan koordinasi 

penyelesaian permohonan eksekusi 

putusan perdata; 

8. Jumlah pelaksanaan koordinasi perkara 

yang berhasil diputus dengan pendekatan 

keadilan restoratif; 

9. Jumlah pelaksanaan koordinasi 

penyelesaian perkara yang berhasil melalui 

mediasi; 

10. Jumlah pelaksanaan koordinasi 

penyelesaian perkara anak yang berhasil 

melalui diversi; 

11. Jumlah pelaksanaan koordinasi 

penyelesaian perkara perdata yang 

menggunakan e-Court; 

12. Jumlah pelaksanaan koordinasi layanan 

perkara pidana yang dilimpahkan secara 

elektronik (e-Berpadu); 

13. Jumlah pelaksanaan koordinasi layanan 

perkara pidana yang diajukan secara 

elektronik (e-Berpadu); 

Pimpinan 

Terselenggaranya dukungan 
teknis penyelesaian perkara di 

lingkungan peradilan umum 
yang optimal 

 

1. Persentase pengguna 

bantuan hukum; 

2. Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

layanan pengadilan; 

 

 

Panitera 

Terselenggaranya 
kemudahan akses bagi 
masyarakat miskin dan 

terpinggirkan di lingkungan 
peradilan umum 

1. Jumlah perkara yang 

diselesaikan melalui 

pembebasan biaya 

perkara di lingkungan 

peradilan umum; 

2. Jumlah perkara yang 

diselesaikan melalui 

sidang di luar gedung 

pengadilan; 

 

 

Terselenggaranya 
pos bantuan 

hukum di 

pengadilan 

1. Jumlah 

penggun 

layanan pos 

bantuan 

hukum di 

lingkungan 

peradilan 

umum; 

 

 

Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan 
pengadilan tingkat banding  dan tingkat pertama 

Kualitas pengelolaan 

sumber daya manusia, 

finansial dan aset 

 

 

1. Indeks profesionalitas 

Aparatur Sipil Negara 

(IP ASN) satuan kerja 

pengadilan; 

2. Nilai Indikator Kinerja 

Pelaksana Anggaran 

(IKPA) satuan kerja 

pengadilan; 

3. Nilai Kinerja 

Perencanaan Anggaran; 

4. Nilai Indikator 

Pengelolaan Aset (IPA) 

satuan kerja 

pengadilan; 
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KEGIATAN 

Pimpinan 

(Sasaran 1) 

PANITERA 
 Melaksanakan pemberian dukungan di bidang 

teknis dan administrasi perkara serta penyelesaian 
surat-surat yang berkaitan dengan perkara 

SEKRETARIS 
Melaksanakan pemberian dukungan di bidang 

administrasi, organisasi, keuangan, sumber 
daya manusia, serta sarana dan prasarana 

SASARAN Peningkatan pemberian dukungan di bidang teknis dan 
administrasi perkara dan index persepsi pencari keadilan yang 

puas terhadap layanan pengadilan 

Peningkatan pemberian dukungan di bidang administrasi, 
organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana 

dan prasarana dan index persepsi pencari keadilan yang puas 
terhadap layanan pengadilan 

Pimpinan 

(Sasaran 3) 

 

Pimpinan 

(Sasaran 2) 

INDIKATOR 1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan 
pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan di bidang teknis; 

2. Pelaksanaan pengelolaan administras perkara perdata; 
3. Pelaksanaan pengelolaan administras perkara pidana; 
4. Pelaksanaan pengelolaan admisitrasi perkara, penyajian data 

perkara, dan transparansi perkara; 
5. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam 

program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

6. Pelaksanaan minutasi, evaluasi, dan administrasi kepaniteraan; 
7. Pelaksanaan mediasi; 
8. Pelaksanaan pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; 
9. Pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan 

Negeri; 

1. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan urusan 
perencanaan program dan anggaran; 

2. Pelaksanaan urusan kepegawaian; 
3. Pelaksaan urusan keuangan; 
4. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan penataan 

organisasi dan tata laksana; 
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik; 
6. Pelaksaanan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan 

rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan 
masyarakat dan perpustakaan; 

7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta 
pelaporan di lingkungan kesekretariatan; 

 

Pejabat Eselon IV.b  
(Bagian Kepaniteraan) Crosscutting ( Panitera dan Sekretaris) 

Eselon IV.b 
 (Bagian Kesekretariatan) 
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KEGIATAN 
Panmud Pidana 

Melaksanakan 
administrasi Perkara 

di bidang pidana 

Panmud Perdata 
Melaksanakan  

administrasi Perkara 
di bidang perdata 

Panmud Hukum 
Melaksanakan pengumpulan, 

pengolahan, dan penyajian 

data perkara, penataan arsip 
perkara serta pelaporan 

Panitera Pengganti 
Memberikan 

dukungan atas 
terselenggaranya 

pelaksanaan 
persidangan 

Jurusita/Jurusita Pengganti 
Memberikan dukungan atas 

terselenggaranya pelaksanaan 

persidangan dan pelaksanaan 
putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap 

SASARAN Terlaksananya 
administrasi perkara 

Perdata  

 

Terlaksananya 
administrasi perkara 

Pidana 

 

Terlaksananya pengelolaan 
perkara, pengarsipan humas 

dan pelaporan 
 

Terlaksananya 
pemberian dukungan 
atas terselenggaranya 

pelaksanaan 

persidangan 

Terlaksananya pemberian dukungan 
atas terselenggaranya pelaksanaan 

persidangan dan pelaksanaan 
putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap 

INDIKATOR 1. Pelaksanaan pemeriksaan dan 
penalahaan kelengkapan 
berkas perkara perdata; 

2. Pelaksanaan registrasi 
perkara Perdata; 

3. Pelaksnaan distribusi berkas 
perkara kepada majelis 
hakim; 

4. Pelaksanaan pemberitahuan 
isi putusan tingkat pertama 
kepada para pihak yang tidak 
hadir; 

5. Pelaksanaan penyampaian 
pemberitahuan putusan 
tingkat banding, kasasi dan PK 
kepada para pihak; 

6. Pelaksanaan penerimaan dan 
pengiriman berkas perkara 
yang dimohonkan banding, 
kasasi dan PK; 

7. Pelaksanaan penerimaan  
konsinyasi; 

8. Pelaksanaan penerimaan 
permohonan eksekusi; 

9. Pelaksanaan penyimpanan 
berkas perkara yang belum 
mempunyai hukum tetap; 

10. Pelaksanaan penyerahan 
berkas perkara yang sudah 
berkekuatan hukum tetap 
kepada panitera muda 
hukum; 

 

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan 
penelaahan kelengkapan 
berkas perkara pidana; 

2. Pelaksanaan registrasi perkara 
pidana; 

3. Pelaksanaan distribusi berkas 
perkara kepada majelis hakim; 

4. Pelaksanaan penghitungan 
penahanan/perpanjangan 
penahanan, persetujuan izin 
penyitaan / penggeledahan 
melalui e-Berpadu; 

5. Pelaksanaan pemberitahuan isi 
putusan tingkat pertama 
kepada para pihak yang tidak 
hadir; 

6. Pelaksanaan penyampaian 
pemberitahuan putusan tingkat 
banding, kasasi dan PK kepada 
Jaksa Penuntut Umum dan 
terdakwa; 

7. Pelaksanaan penerimaan dan 
pengiriman berkas perkara 
yang dimohonkan banding, 
kasasi dan PK; 

8. Pelaksanaan penyimpanan 
berkas perkara yang belum 
mempunyai hukum tetap; 

9. Pelaksanaan penyerahan 
berkas perkara yang sudah 
berkekuatan hukum tetap 
kepada panitera muda hukum; 
 

1. Pelaksanaan 
pengumpulan, 
pengelolaan dan 
penyajian data perkara; 

2. Pelaksanaan penyajian 
statistik perkara; 

3. Pelaksanaan penyusunan 
dan pengiriman 
pelaporan perkara; 

4. Pelaksanaan penataan, 
penyimpanan dan 
pemeliharaan arsip 
perkara; 

5. Pelaksanaan penyiapan, 
pengelolaan, dan 
penyajian bahan-bahan 
yang berkaitan dengan 
transparansi perkara; 

6. Pelaksanaan 
penghimpunan 
pengaduan dari 
masyarakat, hubungan 
masyarakat; 

1. Pelaksanaan 
persiapan 
penyelenggaraan 
persidangan; 

2. Pelaksanaan 
pencatatan proses 
persidangan; 

3. Pelaksanaan 
penyusunan berita 
acara persidangan; 

4.  Pelaksanaan 
penyatuan berkas 
perkara secara 
kronologis/ 
berurutan; 

5. Pelaksanaan 
penyimpanan berkas 
perkara sampai 
dengan perkara 
diputus dan 
diminutasi; 

6. Pelaksanaan 
penyerahan berkas 
perkara yang sudah 
berkekuatan hukum 
tetap  kepada 
panitera muda sesuai 
dengan jenis perkara 
untuk diteruskan 
kepada panitera muda 
hukum; 

 

1. Pelaksanaan 
pemanggilan 
kepada para 
pihak; 

2. Pelaksanaan 
pemberitahuan 
sita dan 
eksekusi 
kepada para 
pihak; 

3. Pelaksanaan 
persiapan sita 
dan eksekusi; 

4. Pelaksanaan 
sita dan 
eksekusi dan 
penyusunan 
berita acara; 

5. Pelaksanaan 
penyerahan 
berita acara sita 
dan eksekusi 
kepada para 

pihak terkait; 

Panitera 

Pelaksana Bagian Kepaniteraan 
Crosscuting ( Kepaniteraan dengan Kesekretariatan) 
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KEGIATAN Pelaksana Kepaniteraan Perdata 
Melaksanakan administrasi perkara 

di kepaniteraan muda perdata 

Pelaksana Kepaniteraan Pidana 
Melaksanakan administrasi perkara di 

kepaniteraan muda pidana 

Pelaksana Kepaniteraan Hukum 
Melaksanakan administrasi perkara di 

kepaniteraan muda hukum 

Panitera Muda Perdata Panitera Muda Pidana Panitera Muda Hukum 

SASARAN Terlaksananya  administrasi perkara 

di kepaniteraan muda perdata 
Terlaksananya  administrasi perkara 

di kepaniteraan muda pidana 

Terlaksananya  administrasi perkara 
di kepaniteraan muda hukum 

 

INDIKATOR 1. Melaksanakan pemeriksaan dan 
penelaahan kelengkapan berkas 
perkara perdata; 

2. Melaksanakan registrasi gugatan 
dan permohonan; 

3. Melaksanakan distribusi perkara 
yang telah di register untuk 
diteruskan kepada ketua majelis 
hakim berdasarkan penetapan 
penunjukan majelis hakim dari 
Ketua Pengadilan; 

4. Melaksanakan penerimaan 
kembali berkas perkara yang 
sudah diputus dan diminutasi; 

5. Melaksanakan pemberitahuan isi 
putusan tingkat pertama kepada 
para pihak yang tidak hadir; 

6. Melaksanakan pemberitahuan 
penyampaian putusan tingkat 
banding, kasasi dan peninjauan 
kemball kepada para pihak; 

7. Melaksanakan penerimaan dan 
pengiriman berkas perkara yang  
dimohonkan banding, kasasi dan 
PK; 

8. Melaksanakan pengawasan 
terhadap pemberitahuan isi 
putusan upaya hukum kepada 
para pihak dan menyampaikan 
relas penyerahan isi putusan 
kepada PT dan MA; 

9. Melaksanakan penerimaan 
konsinyasi; 

10. Melaksanakan penerimaan 
permohonan eksekusi; 

11. Melaksanakan penyimpanan 
berkas perkara yang belum 
mempunyai kekuatan hukum 
tetap: 

12. Melaksanakan penyerahan berkas 
perkara yang sudah berkekuatan 
hukum tetap kepada panitera 
muda hukum; 

13. Melaksanakan urusan tata usaha 
kepaniteraan; 

14. Melaksanakan fungsi lain yang 
diberikan oleh Panitera; 

1. Melaksanakan pemeriksaan dan 
penelaahan kelengkapan berkas perkara 
pidana; 

2. Melaksanakan registrasi perkara pidana; 
3. Melaksanakan penerimaan permohonan 

praperadilan dan pemberitahuan kepada 
termohon; 

4. Melaksanakan distribusi perkara yang 
telah diregister untuk diteruskan kepada 
Ketua Majelis Hakim berdasarkan 
Penetapan Penunjukan Majelis Hakim 
dari Ketua Pengadilan; 

5. Melaksanakan perhitungan, penyiapan, 
dan pengiriman penetapan penahanan, 
perpanjangan penahanan dan 
penangguhan penahanan; 

6. Melaksanakan penerimaan permohonan 
izin penggeledahan dan izin penyotaan 
dari penyidik; 

7. Melaksanakan penerimaan kembali 
berkas perkara yang sudah diputus dan 
diminutasi; 

8. Melaksanakan pemberitahuan isi 
putusan tingkat pertama kepada para 
pihak yang tidak hadir; 

9. Melaksanakan penyampaian 
pemberitahuan putusan tingkat banding, 
kasasi dan PK kepada para pihak; 

10. Melaksanakan penerimaan dan 
pengiriman berkas perkara yang 
dimohonkan banding, kasasi dan PK; 

11. Melaksanakan pengawasan terhadap 
pemberitahuan isi putusan upaya hukum 
kepada para pihak dan menyampaikan 
relas penyerahan isi putusan kepada PT 
dan MA; 

12. Melaksanakan pemberitahuan isi 
putusan upaya hukum kepada Jaksa 
Penuntut Umum dan Terdakwa; 

13. Melaksanakan penyimpanan berkas 
perkara yang belum mempunyai hukum 
tetap; 

14. Melaksanakan penyerahan berkas 
perkara yang sudah berkekuatan hukum 
tetap kepada panitera muda hukum; 

15. Melaksanakan urusan tata usaha 
kepaniteraan; 

16. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan 
panitera; 

1. Melaksanakan pengumpulan, 
pengelolaan dan penyajian data 
perkara; 

2. Melaksanakan penyajian statistik 
perkara; 

3. Melaksanakan penyusunan dan 
pengiriman pelaporan perkara; 

4. Melaksanakan penataan, 
penyimpanan dan pemeliharaan 
arsip perkara; 

5. Melaksanakan kerja sama dengan 
arsip daerah untuk penitipan 
berkas perkara; 

6. Melaksanakan penyiapan, 
pengelolaan dan penyajian 
bahan-bahan yang berkaitan 
dengan transparansi perkara; 

7. Melaksanakan penghimpunan 
pengaduan dari masyarakat; 

8. Melaksanakan fungsi lain yang 
diberikan oleh Panitera; 

Crosscutting ( Kepaniteraan dengan Kesekretariatan) 
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KEGIATAN Kasubbag PTIP 
Melaksanakan penyiapan 

bahan pelaksanaan 
perencanaan, program, dan 

anggaran, pengelolaan 
teknologi informasi, dan 

statistik, serta pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi, 
dokumentasi serta pelaporan 

Kasubbag 
Kepegawaian, 

Organisasi dan Tata 
Laksana 

Melaksanakan penyiapan 
bahan pelaksanaan urusan 

kepegawaian, organisasi dan 
tata laksana 

Pranata Komputer 
Melaksanakan kegiatan 

teknologi informasi berbasis 
komputer yang meliputi tata 

kelola dan tata laksana 
teknologi informasi, 

infrastruktur teknologi 

informasi serta sistem 
informasi dan multimedia 

Arsiparis 
Melaksanakan 

kegiatan 
kearsipan 

Sekretaris 

Kasubbag Umum dan 
Keuangan 

Melaksanakan penyiapan bahan 
pelaksanaan urusan surat 

menyurat, arsip, perlengkapan, 
rumah tangga, keamanan, 
keprotokolan, hubungan 

masyarakat, perpustakaan serta 
pengelola keuangan 

SASARAN 

INDIKATOR 

Terlaksananya penyiapan 
bahan pelaksanaan 

perencanaan, program, dan 
anggaran, pengelolaan 

teknologi informasi, dan 

statistik, serta pelaksanaan 
pemantauan, evaluasi, 

dokumentasi serta pelaporan 

Terlaksananya penyiapan 
bahan pelaksanaan urusan 

kepegawaian, organisasi dan 
tata laksana 

Terlaksananya penyiapan bahan 
pelaksanaan urusan surat 

menyurat, arsip, perlengkapan, 

rumah tangga, keamanan, 
keprotokolan, hubungan 

masyarakat, perpustakaan serta 
pengelola keuangan 

Terlaksananya kegiatan 
teknologi informasi berbasis 
komputer yang meliputi tata 

kelola dan tata laksana 
teknologi informasi, 

infrastruktur teknologi 
informasi serta sistem 

informasi dan multimedia 

Terlaksananya 
kegiatan 

kearsipan 

1. Pelaksanaan penyiapan 
bahan pelaksanaan, 
program, dan anggaran; 

2. Pelaksanaan pengelolaan 
teknologi informasi dan 
statistik; 

3. Pelaksanaan pemantauan, 
evaluasi dan dokumentasi 
serta pelaporan; 

1. Pelaksanaan penyiapan 
bahan urusan surat 
menyurat, arsip, 
perlengkapan, rumah tangga 
keamanan, keprotokolan, 
hubungan masyarakat, 
perpustakaan; 

2. Pelaksanaan perawatan dan 
pemeliharaan gedung, 
sarana dan prasarana; 

3. Pelaksanaan pengelolaan 
anggran, perbendaharaan 
akutansi dan verifikasi, 
pengelolaan barang milik 
negara serta pelaporan 
keuangan; 

1. Pelaksanaan penyiapan 

bahan urusan 
kepegawaian; 

2. Pelaksanaan penyiapan 
bahan urusan organisasi; 

3. Pelaksanaan penyiapan 
bahan urusan tata 
laksana; 
 

1. Pelaksanaan sinkronisasi 
data aplikasi SIPP baik ke 
website SIPP Publik, 
server Pengadilan Tinggi 
dan server SIPP 
Mahkamah Agung 

2. Pelaksanaan backup 

aplikasi SIPP maupun 
backup database aplikasi 
SIPP, aplikasi PTSP+; 
aplikasi Monitoring 
Implementasi SIPP (MIS), 
dan backup konfigurasi 
router mikrotik; 

3. Pelaksanaan pengelolaan 
website dan media sosial 

4. Pelaksanaan update 
aplikasi SIPP, MIS, dan 
PTSP+; 

5. Pelaksanaan monitoring 
jaringan internet; 

 

1. Pelaksanaan 
serah terima 
berkas 
perkara; 

2. Pelaksanaan 
penomoran 
arsip berkas 

perkara; 
3. Pelaksanaan 

penyimpanan
, peminjaman  
dan penataan 
arsip berkas 
berkara 

 

Pelaksana Bagian Kesekertariatan Crosscutting ( Kepaniteraan dengan Kesekretariatan) 
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KEGIATAN 

SASARAN 

INDIKATOR 

Pelaksana Sub Bagian PTIP 
Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan 

perencanaan, program, dan anggaran, 
pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, 

serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 
dokumentasi serta pelaporan 

Pelaksana Sub Bagian Kepegawaian dan 
ORTALA 

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan 

urusan kepegawaian, organisasi dan tata 
laksana 

 

Pelaksana Sub Bagian Umum dan Keuangan 
Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan 
surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, 

keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, 

perpustakaan serta pengelola keuangan 

 

Kasubbag PTIP Kasubbag Kepegawaian, ORTALA  Kasubbag Umum dan Keuangan  

Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan 
perencanaan, program, dan anggaran, 

pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, 
serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 

dokumentasi serta pelaporan 

Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan 
urusan kepegawaian, organisasi dan tata 

laksana 

Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan urusan 
surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, 

keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, 
perpustakaan serta pengelola keuangan 

1. Penyusunan perencanaan anggaran DIPA 
BUA dan Badilum; 

2. Pengajuan revisi anggaran DIPA BUA dan 
Badilum; 

3. Pengajuan anggaran beanja tambahan; 
4. Penyusunan laporan tahunan; 

5. Penyusunan laporan SAKIP; 
6. Penginputan data e-monev Bappenas; 
7. Penginputran data e-sakip Komdanas; 
8. Pelaksanaan monitoring jaringan; 
9. Pelaksanaan monitoring, update, backup 

dan sinkronisasi SIPP; 
10. Pelaksanaan monitoring update data 

website dan media sosial 

1. Pelaksanaan pengusulan kenaikan 
pangkat, jabatan, mutasi, dan pensiun; 

2. Pelaksanaan urusan KARIS/KARSU, 
KARPEG, BPJS/ASKES, TASPEN, dan surat 
keterangan lainnya; 

3. Pelaksanaan urusan Perjanjian Kinerja, 

Pakta Integritas, dan SKP; 
4. Pelaksanaan pengusulan KGP, KP4; 
5. Pelaksanaan urusan disiplin dan kehadiran 

pegawai (cuti, izin, sakit, tugas belajar) 
6. Pelaksanaan usulan penghargaan SATYA 

LENCANA, SATYA KARYA, dan penghargaan 
lainnya; 

7. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata 
laksana; 

8. Pelaksanaan urusan pengembangan 
kompetensi pegawai, analisis jabatan dan 

analisis beban kerja serta perjalan dinas 
pegawai; 

1. Pelaksanaan administrasi surat masuk dan surat 
keluar; 

2. Pelaksanaan urusan gaji pegawai dan PPNPN; 
3. Pelaksanaan pertanggungjawaban Uang Persediaan 

(UP) bendahara; 
4. Pelaksanaan pembayaran langsung (LS) bendahara; 
5. Penyusunan laporan pertanggung jawaban 

bendahara pengeluaran dan bendahara 

penerimaan; 
6. Pelaksanaan pengajuan SPM; 
7. Penyusunan laporan keuangan; 
8. Pemungutan pajak dan PNBP; 
9. Pelaksanaan urusan barang persediaan; 
10.  Pelaksanaan urusan Barang Milik Negara; 
11. Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana; 
 
 

Crosscutting ( Kesekretariatan dengan Kepaniteraan) 


